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Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat 

dan karunia-Nya buku ini, yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak 

Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", dapat diselesaikan. Buku 

ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak-anak yang 

terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.  

Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh generasi mudanya, dan anak-

anak adalah bagian yang sangat penting dari generasi tersebut. Ketika anak-

anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya masa depan 

mereka yang terancam, tetapi juga masa depan bangsa. Oleh karena itu, 

perlindungan hukum yang efektif dan rehabilitatif bagi anak-anak pelaku 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangatlah penting. Perlindungan ini 

tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan mereka dari sistem peradilan 

pidana yang keras, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kedua melalui 

pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para 

praktisi hukum, akademisi, penegak hukum, dan masyarakat luas dalam 

memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat 

dalam penyalahgunaan narkotika. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat 

memberikan kontribusi positif dalam upaya melindungi dan menyelamatkan 

generasi muda dari bahaya narkotika serta membantu mereka untuk kembali 

ke jalan yang benar. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi para 

pembacanya. 
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1 
BAHAYA NARKOTIKA DAN DAMPAK  

BURUK YANG DITIMBULKANNYA 

 
A. ANAK DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan salah satu 

sumber daya manusia yang sangat potensial menjadi sumber kekuatan. 

Semangat, ciri dan sifat khusus yang ada pada dirinya menjadikan anak 

memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa di 

masa yang akan datang. Sejalan dengan perkembangan zaman, Indonesia 

merupakan salah satu negara yang perkembangan masyarakatnya sangat 

cepat. Ini ditandai dengan mudahnya beradaptasi terhadap budaya, informasi, 

serta perkembangan yang datang dari luar baik itu yang sifatnya positif 

maupun negatif. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, terdapat perubahan perilaku anak-

anak saat ini. Jika dulunya hanya orang dewasa yang melakukan kriminalitas 

dan pelanggaran, tetapi saat ini perilaku menyimpang anak telah 

menyeimbangi orang dewasa. Hampir di setiap daerah dapat kita temui 

kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tidak hanya sampai 

disitu, tindak pidana anak bukan hanya sebatas tindak pidana umum tetapi 

telah merambah pada tindak pidana khusus yaitu penyalahgunaan narkotika. 

 

B. PENINGKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG 

MENGKHAWATIRKAN  

Narkotika itu sendiri pada dasarnya merupakan obat atau bahan yang 

dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya. Namun, jika keberadaannya 

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang 

ketat dan saksama maka akan menimbulkan ketergantungan dan hal ini tentu 

saja sangat merugikan tubuh setiap pemakainya. Segala bentuk aktivitas 

mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 

mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat 



 

 

2 
DASAR HUKUM PERLINDUNGAN BAGI ANAK 

PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

 
A. LANDASAN TEORI 

1. Teori Efektivitas Hukum  

Aturan hukum baik berupa hukum materil maupun hukum formil 

memerlukan pengaturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sangat penting 

karena apabila suatu ketentuan tidak dilaksanakan sesuai maksud dan jiwa 

l���v�µ�v�������µ�U�u�l��]���l�v�u�vi��]�l�]��Z�u��]�~^dode regel_�X�^�o�]v�

itu, aturan yang berjalan tidak sesuai ruhnya, akan menyebabkan 

ketimpangan dalam masyarakat. 

Tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum oleh 

Selo Soemarjan16 ialah: 

1) Berbagai usaha penanaman hukum di dalam masyarakat, yaitu 

penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar 

warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan 

menaati hukum.  

Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. 

Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin 

mematuhi hukum karena compliance, identification, internalization atau 

kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.  

 

2) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka 

waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan 

memberikan hasil. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Soerjono Soekanto berpendapat 

bahwa hukum atau peraturan tertulis dapat berjalan dengan baik 

tergantung dari 4 faktor sebagai berikut:17 

(1) Peraturan hukum itu sendiri; 

(2) Aparat penegak hukum; 

                                                           
16Selo Soemarjan, Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan: Pokok Pikiran Selo 

Soemarjan (Jakarta: Sinar Harapan, 1993)., hal.26. 
17Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982)., 

hal.57. 



 

 

3 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TINDAK 

PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

 
A. HAKIKAT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK 

PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

Hakikat perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika adalah perlindungan atas jaminan masa depan 

anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. 

Proses hukum yang dijalani oleh anak sebagai pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika tentu saja penanganannya tidak sama dengan 

orang dewasa. Untuk anak sendiri, penanganannya bersifat khusus karena 

diatur dalam suatu peraturan tersendiri. 

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan dalam melindungi kebebasan dan hak asasi anak. Kesejahteraan 

anak menjadi tujuan utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak. 

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan 

tanggung jawab bersama, para aparat penegak hukum yang menangani kasus 

pidana anak wajib mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Semua pihak termasuk para aparat harus lebih 

mengedepankan upaya perdamaian daripada proses hukum formal. 

Melihat kedudukan anak yang sangat penting karena merupakan penerus 

cita-cita perjuangan bangsa, maka perlindungan anak tentu saja mutlak 

adanya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

bentuk perlindungannya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan, 

diantaranya: 
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